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bahwa uniuk meiaksanakan kclcniuan Pasai 45

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016

Lcrri-ang Fengeiolaal Asct Desa, periu rnerreiapkal

Peraturafl Bupati Muara Enim tentang kngelol,aa! Aset

Unciang-Unciang liomor 28 Tahun i959 ieniang

Pernbentukan Daerah Tingkat II dajr Kota Praja di

Provinsi Sumatera Seiatal (iembaran iiegara Repubiik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan l,erllbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

U[dang-Undang Nomor 23 Tahur 2014 t€Dtang

Pemerinlahal Daerah ilernbaran i'iegara Repubiik

lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

i,embauan i,iegara Republik indone sia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

<iengan Un<iang-Unrialg iiomor 9 Tahun 20i5 teniang

Perubahan kedua atas Undang-Undaag Nomor 23

Tahun 20i4 tentang Pemeriniahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 teniang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O14 Nomor 123, Tamba}1an

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telal diubah dengan Peraturan

Pemerinta.h Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubaian

atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Talun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Talun 2015 Nomor 157,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomo. 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan dai Belanja Negara (Irmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 57, Tambahal I-embaral Negara

Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturarr Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2016

tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negam Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

6.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ASEI DESA.

BAI} I

KE"TEI.ITUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim;

2- Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Mua-ra Enim;

3. Bupati adalair Bupati Muara Enim;

4. Camat adalah Kepala Kecarnatan sebagai Perangkat

Pe merintah Kabupaten Muara Enim;

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut

dengal nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan pralarsa masyara-kat, hak asal usttl,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia;

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

da.[am sistem pemerintahal Negara Kesatuan Republik

Indonesia;

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut

dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur
peny€lenggara Pemerintahan Desa;

Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang

mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk

menyelenggarakan rumah tar:gga desanya dan

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah

Daerah;

7.

a_
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Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang

ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan

dalam rangka melaksanakal Peraturan Desa mauplm

Peraturan Kepala Desa;

Badan Permusyawaratan Desa atau (BPD) yang disebut

dengan nama lain, adalah lembaga yang melaksanakan

fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil

dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah

dan ditetapkan secara demokratis;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya

disebut APBDes ada.lah rencana keuangan tahunan

Pemerintah Desa yang dibahas dan disetqjui bersama

oleh Pemerintah Desa dal Badar Permusyawaratan Desa

yarrg ditetapkan dengan Peraturan Desa;

Aset Desa adala-h barang milik desa yang berasal dari

kekayaaa asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau

perolehan hak lainnya yang sah;

13. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan

mulai dari perencanaar, pengadaal, penggunaan,

pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan,

pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan,

penilaial, pembinaan, pengawasan dan pengendalian

aset desa,

14, Perencanaar adalah tahapan kegiatan secara sistematis

untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang

milik desa.

Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukal

pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan desa.

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh

Pengguna Barang dalam menggunakan aset desa yang

sesuai dengan tugas dan fungsi.

9.

10.

11.

t2.

15.

16.
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17. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset desa secara

tidak langsung dipergunakan dalam rangka

penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dar tidak

mengubah status kepemilikan.

18. Sewa adatah pemanfaatan aset desa oleh pihak lain

dalam jalgka waktu tertentu dan menerima imbalan

uang tunai.

19. Pinjam pal<ai adalah pemanfaatan aset desa antara

Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta

Lembaga Kemasyarakatan Desa di desa setempat dalam

jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.

20. Keriasama pemanfaatan adalah pemalfaatan aset desa

oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam

ralgka meningkatkan pendapatan desa,

21. Bangun Guna Serah ada-lah Pemanfaatan Barang Milik

mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut desa

berupa tanah oleh pihak Iain dengan cara fasilitasnya,

kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam

jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk

selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan

dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhimya

jangka waktu.

22. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik

Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara

mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut

fasilitasnya, dan setelah selesai pembalgunaanya

diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk

didayagr.rnakan dalam jangka waktu tertentu yang

disepakati.

23. Pengamanan adalah proses, cara perbuatan

mengamankan aset desa dalam bentuk fisik, hukum, dan

administratif.
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Pemeliharaal adalah kegiatan yang di lakukan agar

semua aset desa selalu dalam keadaa! baik dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

Penghapusan ada.lah kegiatan menghapus/meniadakan

aset desa dari buku data inventanis desa dengan

keputuSan Kepala Desa untuk membebaskan

Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa

Pengguna Barang dari tanggung jav/ab administrasi dan

fisik atas baralg yang berada dalam penguasaannya.

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset

desa.

T\rka.r menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan

aset desa yarlg dilakukan antara Pemerintah Desa

dengaa pihak lain dengal penggantialnya datam bentuk

barang.

26.

27.

24. Penjualan adalah

pihak lain dengan

uang.

pemindahtanganan aset desa kepada

menerima penggantian dalam bentuk

30.

29. Penyertaal Modal Pemerintah Desa adalah

pemindahtanganan aset desa yang semula merupakan

kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang

dipisahkan untuk diperhituogkan sebagai modal desa

dalam BUMDesa.

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang di

Iakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan

pelaporan aset desa sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi

terkait dengan keadaan objektif aset desa.

Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang

didasarkan pada data/fatta yang obyeklif dan relevan

dengan menggunakan metode /telil:ris tertentu untuk

memperoleh nilai aset desa.

31.

32.



34.

35.

(1)

Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dal atau dimiliki
oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber

pendapatan asli desa dan/atau untuk kepenlingan sosial.

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan

pendataan, pencatatan, dal pelaporan hasil pendataan

aset desa.

Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset desa

dalam rangka pengarnanal dan kepastian status

kepemilikan.

Pasal 2

Jenis aset desa terdiri atas:

a. Kekayaal asli desa;

b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas

beban APBDesa;

c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan

sumbangan atau yang sejenis;

d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan

dari pe{aqjian / kontrak darl / atau diperoleh

berdasarkan ketentuan peraturan undang-undanga-n;

e. Hasil keda sama desa; dan

I Kekayaan desa yang berasal dari perolehaa lain yalg
sah.

Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, terdiri atas:

a. tanal kas desa;

b. pasar desa;

c. pasar hewan;

d. tambatal perahu;

e. bangrrnan desa;

f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;

pelelangan hasil pertanian;

hutan milik desa;

mata air milik desa;

pemandian umum; dan

lain-lain kekayaar asli desa,

12)

h.

i.

j
k.
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(1)

(21

BAB II

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Pengelola

Pasal 3

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas

fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan,

efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 4

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan

aset desa berwenalg dan bertanggungjawab atas

pengelolaan aset desa.

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan

aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mempunyai wewenang dan tanggungiawab:

a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;

b. menetapkan pembantu pengelola dar petugas/

pengurus aset desa;

c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau

pemindahtanganan aset desa;

d, menetapkal kebijalan pengamanan aset desa;

e. mengajukal usul pengadaan, pemindahtanganal dal
atau p€nghapusan aset desa yang bersifat strategis

melalui musyawarah desa;

f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusal

aset desa sesuai batas kewenargan; dan

g. menyetqjui us1, pemanfaatan aset desa selain tanah

dan/atau bangunan.

Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas desa, t€nah

ulayat, pasai desa, pasar hewan, tambatan perahu,

bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil

pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa,

pemandian umum, darr aset lainnya milik desa.

(3)



(4) Daiaiii lieiaksarrai<arr irekr.rasaau sEbagairiraria diriiai<suri

pada ayat {1j, Kepala Desa dapat meaguasakan sebagian

i<ckuasaaririya kcpada Pcr algkai Dcsa.

(5) Perargkat Desa sebagaimana dimaksud pada a].at (4)

icr eiir i dr:.r i;

a. Sekreta.is Desa selaku pembantrr pengelola aset desa;

<iarr

b. Unsur Perangkat Desa sebagai petugas/ pengurus

asci desa.

(6) Petugas/pengurlrs aset desa sebagaimana dimaksud

pad.a ayai (5) iiuiui i-,, i.rcr asai riar i Kcpala Urusari.

Fasai 5

(1) Seketaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa

sc'oagairrlana riirlaksud <iaiaru Pasai 4 ayai (5) liurui a,

berw'enang dal be.tanggungiawab:

a. r erieiiii [errc ra kciruiuirarr asci l-iesa;

b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa;

c. rrrcrrgaiur perrggiitr:ddrr, pcuruuiaaLa:r,, pcrigirapusarr

dan pemindahtarganan aset desa yang telah di setujui
r..ricir Kcpaia Dcsa;

d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan

inveniarisasi asct ticsa; <iari

e. melakukan penga€asan dan pengendalian atas

pcrrtseioiaau aseL tiesa.

(2) Petugas/pengurus aset desa sebagaimana dimal<sud

<ialarl Fasal 4 ayal (5) irurui i-r, bcriugas <itrl

bertanggungiawatr:

a. rrrcrrBajukau rcrrcarra kebuLuirarr asci (icsa;

b. mengajukan pernohonan penetapan penggunaan aset

ciesa yang dipcroicir ciari i.rfuan AFBDesa <ian

perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;

c. reiakukarr irrverrtarisasi aset riesa;

d. mengamankal dan memelihara aset desa yang

ciikeioianya; rizur

e- menlrusr-rn dan menyampaikan laporan aset desa.
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(41
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Bagial Kedua

Pengelolaan

Pasal 6

Aset desa yang berupa tanah disertifikatkar atas nama

Pemerintah Desa.

Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan

bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara

tertib.

Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampual

keuangarl desa dan dilaksanakal sesuai ketentuan

peraturanperundang-undangan. -

Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain

sebagai pembayarar atas tagihan kepada Pemerintalr

Desa.

Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan

untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 7

Pengelolaan aset Desa meliputi:

a. perencanaar;

b. pengadaan;

c.

d.

f.

penggunaan;

pemanfaatan;

pengamanarr;

pemeliharaan;

penghapusan;

pemindahtanganan;

penatausallaan;

pelaporan;

penilaian;

pembinaan;

pengawasan; dan

Pengendalian.
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(11

t2)

(1)

(2J

(1)

Paragraf Kesatu

Perencanaan

Pasal 8

Perencanaan aset desa sebagaimana dimalsud dalam

Pasal 7 huruf a, dituangkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)

untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.

Perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1

(satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja

Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan ditstapkan dalarn

APBDesa setelah memperhalikan ketersediaan aset desa

yang ada.

Paragraf Kedua

Pengadaan

Pasal 9

Pengadaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip-
prinsip efrsien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing,

adil/tidat diskriminatif dan akuntabel.

Pengadaan barang/jasa di desa diatur dengan Peraturan

Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Paragraf Ketiga

Penggunaan

Pasal 10

Penggunaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung
penyelenggaraan Pemerintalan Desa.

Status penggunaan aset desa ditetapkan setiap tahun
dengan Keputusan Kepala Desa.

(2)
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Paragra-f Keempat

Pemarfaatan

Pasal 1 1

(1) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak -

dipergunakar langsung untuk menunjang

penyelenggaraan Pemerintahal Desa.

(2) Bentuk pemanfaatan aset desa sebagaimala dimalsud
pada ayat (1), berupa:

a. sewa,

b. pinjam pakai;

c. kerjasama pemanfaatan; darl

d. bangun guna serah atau bargun serah guna.

(3) Pemarfaatar aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 12

(1) Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (2) huruf a, tidak merubah

status kepemilikan aset desa.

(2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling lama 3 (tiga) tahun darr dapat diperpanjang. -

(3) Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan pefanjian

yang sekurang-kuralgnya memuat:

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. objek perjanjian sewa;

c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan

jangka waktu;

d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan

pemeliha.raan selama jangka waktu sewa;

e. hak dan kewajibar para pihak;

f. keadaan di luar kemampual para pih.ak $orce

majeure); dart

g. persyaratan lain yang di anggap perlu.



Pasal 13

(1) Pemarlfaatar aset desa berupa pinjam pakai

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (2) hurui b

dilaksanalan antara Pemerintah Desa dengan

Pemerintah Desa lainnya serta Lombaga Kemasyarakatal

Desa.

(2) Pinjam pakai aset desa sebagaimana ayat (1),

dikecualikan untuk tanah, bangunan dan asot bergerak

berupa kendaraal bermotor.

(3) Jangka waktu pinjam pakai aset desa paling lama 7
(tujuh) hari dan dapat diperpanjang.

(4) Pinjam pakai aset desa dilaksanakan berdasarkan

perjanjian yang sekurang -kurangnya memuat:

a. para pihak yarlg terikat dalam pe{anjian;

b. jenis atau jumlah barang yang dipir{amkan;

c. jangka waktu pinjam pakai;

d. talggung jawab peminjam atas biaya operasional dal
pemeliharaan selama jangka waltu peminjaman;

e. hal< dan kewajiban para pihak;

f. keadaan di luar kemampuan para pihak $ore
majeurQ; darr

g. persyaratan lain yang di alggap perlu.

Pasal 14

Kedasama Pemanfaatan sebagaimala dimaksud dalam

Pasa.l 11 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau

bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:

a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset

desa;dan

b. meningkatkan pendapatan desa.

Kerjasama Pemanfaatan aset desa berupa tanah

dar/atau balgunan dengan pihal< lain sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakaa dengan ketentuan:

(1)

(2)



a. i-idak '[ei sedia aiau idak cukup ie.sedia dara daiatti

APBDesa untuk raeroenuhi t ia]-a r:perasional,

peniciiiraraaii, dari/ai-au periraikari ymrg tiiperiukriri
terhadap tanah dan bangunan tersebut;

i-.r. pilrak iairi sebagai:iiaria diriiaksud pada -ayai ilj
dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa

yarrg riieiijadi trbjek Kerjasatia Peiriarriaai.iui;

(3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat {1} memiliki

kewajiban, arltara iain:

a, membayar korrtribusi tetap setiap tahur1 selama

jangka waktu pengopcrasian yang ieiah ciitetapkal
darr pembagian keuntungar hasil Kedasarna

Pemanfaaian meiaiui rekening Kas Desa;

b. memtrayar semua biaya persiapan dao pelaksanaan

Kerjasama Pemanfaaian; <ian

c. jartgka waltu Keijasarna Pemanfaatan paling lama 15

(iima beiasi iairun sejak perjanjian diiandaiangani dan

dapat diperpanjang-

(4) Peiaksalaari Kerjasn:la Perriilifaaiau aias ianaii
dar./at,ru bangunaa ditetapkan dalam surat perjanjian

Jdr|< urclrual.

a, para pihak yang terikat dalam peianjian;
i.r. u'Lrjck kcrjasarrir prruarriaa iir r,

c. jangka \raLtu;

d. irak cian kcwaji'uan pnra piirak;

e. penyelesaian perselisihan;

i i<cadaarr di iuar kerlalrpuarr para piirai< (7trce

majeure); dar.

g. 1.,cr rirlauar r i-rriaksarraeur prrja-rrjiar.

Pasai i5
(1) Bangun guna serah atau bangun serai guna

sc'r.ragairrula dirnaksuci ciaiarl Fasai ii ayai (2i irurui ci

dilaksanakan dengan pertimbangan:
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a. Pemerintah Desa memerlukaa balgunan dan fasilitas

bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. tidak tersedia dara da.lam APBDesa untuk penyediaan

bangunarl darl fasilitas tersebut.

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama

jaagka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, aotara

lain:

a. membayar kontribusi ke rekening Kas Desa setiap

tahun; dan

b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun

serah guna.

Kontribusi sebagaimarta dimaksud pada ayat (2) huruf a,

besarannya ditetapkar berdasarkan hasil perhitungan

tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten.

Pihak lain sebagaimala dimaksud pada ayat (1) dilarang

menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan

tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau

balgun serah guna.

(5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan

dan pelaksanaan penyusunan surat petjanjian, dart

konsultan pelaksana,

Pasal 16

(1) Jangka waltu bangun guna serah atau bangun serah

guna pa.ling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dar dapat

diperpanjang.

(2) Perpanjangan wattu bangun guna serah atau bangrE

serai guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah

terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang

dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah

Kabupaten.

(3)

(4)
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(3) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau

bangun serah guna diperpaljang, pemanfaatan

dilakukan melalui Kerjasama Pemanfaatan sebagaimala

diatur dalam Pasal 14.

(4) Bangun guna serah atau bargun serah guna

dilaksanakan berdasarkan sural perjanjian yang

sekuralg-kuran gnya memuat:

a. para pihak yang terikat dalam pedanjian;

b. objek bangun guna seral;

c. jalgka waktu bargun pa,ra pihak yang terikat dalam

pedanjian;

d. penyelesaian perselisihan;

e. keadaan diluar kemampuan pa.ra pihat (force

majeure); dan

f. persyaratan lain yang di anggap perlu.

g. balgunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil

dari pelaksalaan balgun guna serah atau bangun

serah guna harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan

Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Desa.

Pasal 17

Pemanfaatan mela.lui Kedasarna Pemanfaatan, baagun grrna

serah atau balgun serah guna sebagaimana dima-ksud dalam

Pasal 14 darl Pasal 15 dilaksalakan setelah mendapat ijin
tertulis dad Bupati.

Pasal 18

Hasil pemanfaatarr sebagaimana Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14

dan Pasa.l 15 merupat<an pendapatan desa darl wajib masuk

ke rekening Kas Desa.

Paragraf Kelima

Pengamanan

Pasal 19
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Pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf e, wajib dilakukal oleh Kepala Desa dan
Perangkat Desa.

Pengamanan aset desa sebagaimaaa ayat (1), meliputi :

a. administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi,
pelaporan darr penyimparran dokumen kepemilikan;

b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi
barang, penumnan jumlal barang dan hilangnya
barang.

c. pengamanan hsik untuk tanah dan bangunan
dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangarr

tanda batas;

d. selain tanah dan balgunan sebagaimana dimaksud
pada huruf c dilakukan dengan cara penyimpanan

dar pemeliharaal; darr

e. pengamanan hukum antara lain dengar melengkapi
bukti status kepemilikar.

(3) Biaya Pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dibebankan pada APBDesa.

Paragraf Keenarn

Pemeliharaan

Pasal 20

(1) Pemeliharaal aset desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf f, wajib dilakukan oleh Kepa1a Desa dan
Perangkat Desa.

(21 Biaya pemeliharaan aset desa dibebankan
APBDesa-

pada

Paragraf Ketqjuh

Penghapusan

Pasal 21
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(1)

(21

Penghapusal aset desa

Pasal 7 huruf

menghapus/ meniadakan

inventaris desa.

se bagaimala dimal<sud dalam

g merupakal kegiatan

aset desa dari buku data

(3)

Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dalam hal aset desa karena

terjadinya, antara lain:

a. beralihkepemilikan;

b. pemusnahan; atau

c. sebab lain.

Penghapusan aset desa yang beralih kepemilikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara

lain:

pemindahtalganan atas aset desa kepada pihak lain;

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum

tetap.

c. desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan

pengadilan sebagaimana pada huruf b, wajib

menghapus dari daftar inventaris aset milik desa.

Pemusnahan aset desa sebagaimala dimaksud pada ayat

(2) huruf b, dengan ketentuan:

a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanlaatkai

dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain

meja, kursi, komputer;

b. dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar

penetapan keputusan Kepala Desa tentang

Pemusnahan,

Penghapusan aset desa karena terjadinya sebab lain

sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, antara lain:

a. hilang;

b. kecurian; dal
c. terbakar;

a.

b.

(4)

(s)
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Pasal 22

Penghapusan aset desa yang brsifat strategis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan

Berita Acafa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

setelah mendapat persetqiuan Bupati.

Pasal 23

Penghapusan aset desa selain sebagaimana dimaksud

pada Pasal 22 tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.

Penghapusai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasel24

Aset milik desa yang desa-nya dihapus sebagai dampak

pembangunan seperti waduk, uang penggaltinya

diseralrkan kepada Pemerintah Kabupaten sebagai

pendapatan daerah.

Aset milik desa-desa yang digabung sebagai dampak

pembangunal seperti waduk, uang penggantinya menjadi

milik desa.

Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakall pendapatan desa yang penggunaannya

diprioritaskan untuk pembargunan sa-rana prasarana

desa.

Aset milik desa yang desa-nya dihapus dan/atau

digabung dalam rangka penataan desa, aset desa yang

desa-nya dihapus menjadi milik desa yang digabung.

Paragraf Kedelapan

Pemindahtanganan

Pasal 25

(t) Bentuk pemindahtanganaa aset desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, meliputi:

(1)

(21

(3)

(4)
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a. tukar menukar;

b. pe njua.lan;

c. penyertaan modal Pemerintah Desa.

(2) Pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berupa Tanah dan/atau bangunal milik
desa hanya dilakukan dengan tukar menukar dan

penyertaan modal.

Pasal 26

Aset desa dapat djjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25

ayat (1) huruf b, apabila:

a. Aset desa lidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai

ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan

Pemerintahan Desa;

b- Aset desa berupa tanaman tumbuhan dan temak yang

dikelola oleh Pemerintalan Desa, seperti pohon jati,

meranti, bambu, sapi, kambing

c. Penjualan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dan

b dapat dilakukan melalui penjualan langsung dan/atau

lelang;

d. Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c

antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik serta

tanaman tumbuhan dan temat;

e. Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada

huruf c antara lain kendaraan bermotor, peralatan

mesin;

f. Penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan e

dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Desa tentang Penjualan;

g- Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan

e dimasukkan dalam rekening Kas Desa sebagai

pendapatan asli desa;

Pasal27

(1) Penyertaan modal Pemerintah Desa atas aset desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25ayat(1) huruf c,
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tiiiakuka-ri tiaiarir iarigir.a prutiiiimr, perrgcuri.rarigari riari

peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Desa {BUMDesa}.

Per:ticil.?.ali iiiu<iai sebagairtraria riit aksud riya'r (i) i,,erupa

Tanah Kas Desa.

Faragraf i(cscrnbilan

Peaatausahaan

Fasai 23

Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya

sebagaimana <iiaiur ciaiam Fasai i0 harus tiiinventarisir

dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi.

Kodefikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam

umm ,,nc/fge.lai kodetrkasi aset desa

Ferragrai Kesepuiuir

Penilaian

Fasai 29

Pemerintah Kabupaten bersama Pemerintah Desa mela-kukar

invcnlarisasi ciaur peniiaian aset <iesa scsuai kcLcnluan

peraturan perundang-undangaIl.

Fasal 30

Penitraian aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

<iaiam rangka pemanfaaLm cian pemindahianganan berupa

tanah da!/atau bengunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah

aiau Peniiai Pubiik.

Da6al a1

Format Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaarl Aset

Dcsa, Forrrrat Bedi.a Acara tiarr Forruai- Kcpuiusal i(cpaia

Desa tentang Peaghapusaa Aset Desa serta Format Buku

ilvcularis Asei Dcsa sci-ragairnala <iirlaksud daiarl Fasai i0
ayat (2), Pasal 22, Pasal 23 ayat l2l dan Pasal 28 ayat (1)

tcrcarrluur dtriarn Lturrpiral i, i,arrrpirarr ii, i,arupirau iii rial
l"ampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Feraluran tsupaii ini.
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BAB III

TUKAR MENUKAR

Pasal 32

Pemindahtanganan aset desa berupa tanah melalui tukar

menukar sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 25 ayat (1)

huruf a terdiri dari:

a. untuk kepentingan umuml

b. bukan untuk kepentingan umum; dan

c. tana}r milik desa yang berada di luar desa.

Bagian Kesatu

Untuk Kepentingan Umum

Pasal 33

'I\rkar menukar aset desa berupa tanah untuk
pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana

dimaksud datam Pasa.t 32 huruf a, dilakukan sesuai

dengan ketentuar peraturan perundang-undangan.

Tuka.r menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan ketentuan.

a. tukar menukar dilakukan setelah tedadi kesepakatan

besaran gaati rugi sesuai harga yang menguntungkan

desa dengan menggunakan nilai wajar hasil

perhitungan tenaga penilai;

b. apabila tanah pengganti belum tersedia maka

terhadap tarah pengganti terlebih dahulu dapat

diberikan berupa uang;

c. penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud

pada huruf b harus digunakan untuk membeli talah
pengganti yang senilai;

d. tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf c

diutamakan berlokasi di desa setempat; dan

e. apabila lokasi tana}I pengganti tidak tersedia di desa

setempat sebagaimana dimaksud pada huruf d, tanah

pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan

dan/atau desa dikecamatan lain yang berbatasan

langsung.



(1)

Pasal 34

Tlkar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 33 dilakukan dengan tahapal:

a. Kepala Desa menyampaikan surat kepada Bupati

terkait hasil Musyawarah Desa tentang tukar

menukar tanah milik desa dengal calon lokasi tanah

pengganti berada pada desa setempat;

b. Kepala Desa menyampaikan permohonal ijin kepada

Bupati, untuk selanjutnya Bupati meneruskan

permohonan ijin kepada Gubemur;

Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di desa

setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 humf e

dilakukan dengal tahapan:

a. Bupati melakukal tinjaual lapangan dan verihkasi

data untuk mendapat-kan kebenaral materiil dan

formil yarlg dituangkar dalam berita acara;

b. Hasil tinjauan lapangan dal verifrkasi data

sebagaimala dimaksud pada huruf a disampaikan

kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan

pemberian persetujuan;

c. Sebelum pemberian persetqjuan sebagaimala

dimaksud huruf b, Gubemur dapat melakukan

kunjungan lapangal dan verifikasi data;

d. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang

tukar menukar talah milik desa setelah mendapat

persetujuan dari Gubernul.

Pasal 35

Tinjauan lapangan sebagaima;ra dimalsud dalam Pasal

34 ayat (21 dilalrrkan untuk melihat dan mengetahui

secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik desa dan

lokasi calon pengganti tanah milik desa.

(2\

(1)



(2)
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Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

ayat (2) dilakukan untuk memperoleh bukti formil
melalui pertemuan di desa yang dihadiri oleh unsur dari
Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakuka.n

tukar menukar, pihal< pemilik tanah yang digunal<an

untuk tanah pengganti, Aparat Kecamatan, Pemerintah

Kabupaten dan Pemerintah Provinsi, serta pihak

dan/atau instansi terkait lainnya.

Hasil Tinjauan lapalgan dan verifikasi data sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita
Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau
instansi terkait lainnya.

Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

memuat antara lain:

a. hasil musyawarah desa;

b. letak, luasan, harga wajar, tipe ta-nah desa

berdasarkal penggunaannya; darl

c. bukti kepemitikan tanah desa yang ditukar dan
penggantinya.

Pasal 36

Ganti rugi berupa uang sebagaimana dima_ksud pasal 33

ayat (2) huruf b, apabila dibelikan tanah pengganti dan
terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uarlg
ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk
tanah.

Besa-ran dan penggunaan selisih sisa uang yang relatif
sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk biaya
pembangunan di desa,

Selisih uang yalg relatif sedikit atau uang ganti rugi
relatif kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dimasukkan dalam Kas Desa dan penggunaannya

ditetapkan dalarn APBDesa.

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)
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Bagian Kedua

Bukan Kepentingan Umum

Pasal 37

(1) Tukar menukar tanah milik desa bukan untuk
pembalgunan kepentingan umum sebagaimana

dimaksud dalaJn Pasal 32 huruf b. hanya dapat

dilakukar apabila ada kepentingan nasional yang lebih

penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan

menyesuaikan Rrencana Tata Ruang Wilayah (RTRW.

Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti

pengembangan kawasaa industri dan perumahan.

Tukar menukar sebagaima-na dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan ketentuan:

a. tukar rnenukar dilakukan setelah terjadi

kesepakatan besaraa galti rugi sesuai harga yang

menguntungkan desa dengan menggunakan nilai

wajar hasil perhitungan tenaga penilai;

b. tanah pengganti diutamakan berlokasi di desa

setempat;

c. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di desa

setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b,

tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu

kecamatan dan/ ata,u desa dikecamatan lain yang

berbatasan langsung.

Pasal 38

(1) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud

dalam pasal 37 ayat (71, dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar

menukar tanah mitik desa;



b. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf
a ditetapkan setelah mendapat liin dari Bupati,

Gubernur, dan persetujuan Menteri;

c. Sebelum Bupati menerbitkan ijin s,ebagaimana

dimaksud pada huruf b, terlebih dahulu membentuk

Tim Kajian Kabupaten;

d. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada

huruf c keanggotaannya terdiri dari Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang

disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan

dengan Keputusarr Bupati;

e. Tim Kajian Kabupaten sebagaimara dimaksud pada

huruf d dengan mengikutsertakan tenaga penilai;

f. Tim Kajian Kabupaten sebagaimala dimaksud p.rla
huruf e melalukan pengkajian berupa peningkatan

ekonomi desa, menguntungkan desa, dan tidak

merugikal aset desa;

g. Hasil kajian sebagaimala dimaksud pada huruf f
sebagai bahan pertimbangan; dan

h. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf g

disampaikan kepada Gubernur untuk permohonan

tiin.

(2) Gubernur sebelum menerbitkan ijin terhadap tukar

menukar tanah milik desa, sebagaimana ayat (1) huruf h
terlebih dahulu melakukan kajian melalui tinjauan

lapangan dan verifikasi data.

Pasal 39

(1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud da.lam Pasal

38 ayat (2) dilakukan untuk melihat dan mengetahui

secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik desa dan

lokasi calon pengganti tanah milik desa.
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Verifrkasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38

ayat (2) ditakukan untuk memperoleh bukti formil

melalui pertemuan di desa yang dihadiri oleh unsur dari

Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar
menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk
tanahpengganti, Aparat Kecamatan, Pemerintah

Kabupaten dan Provinsi, serta pihak dan/atau instansi

terkait lainnya.

Hasil Kunjungan Tinjauan lapangan dan verifikasi data

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para

pihak dan/atau instansi terkait lainnya.

Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

memuat anta-ra lain:

a. hasil musyawarah desa;

b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanal deaa

berdasarkal penggunaannya; dan

c. bukti kepemilikan tanah desa yang ditukar dan

pengqantinya,

{5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

sebagai dasar dan pertimbangan Gubernur untuk
menerbitkan ijin dan selanjutnya disampaikan kepada

Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

Bagian Ketiga

Tana-h Kas Desa Selain Untuk Kepentingan Umum

Dan Bukan Kepentingan Umum

Pasal 40

(1) Tanah milik desa berada di lua.r desa atau tanah mitik

desa tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan

tanah pihak lain dan / atau tanal milik desa

yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat

dila-kukan tukar menukar ke lokasi desa setempat.

(2)

(3)

(4)



(2) Tukar rrrerruk.u iiriai r rrrilik Jcsa sci.ragaiu'rar ra dir'riak""d

pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan efektifitas

peiilg--\u\aallirya ag.{ ie'oiii beitiaya guria riarr Lrerirasii

guna-

(S) T\rkar' irielrukar' in'riaii riiiiik desa seiraBainuria 'iiriiuksud
pada ayat (2) dapat ditakukan dengan ketentuan:

a. iui(aa riisriukar 'rarraii rriiiik tiesa dir:rraksud liarus

senilai dengan tanah penggantinya dan

rrreurper iraiikalr rriiai wajar ,

b. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar

riiciiukau iariair fiiiik dcsa;dari

c. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada hurlf b,

dii-curpirari siiciair urendapai ljiu tirli Eupraii.

Fasai 4 i
Aset desa yang ditukarkan sebagaimana dimaksud pada Pasal

33, Pasai 37, dal Pasal 40 tiiirapus dari dafi.re.r iriveuiaris asci

desa dan penggantinya dicatat dalam daftar inventaris aset

dcsa,

Pasal 42

Pembia3,aan administrasi proses tukar menukar sampai

ciengal penyeiesaian sertifikat ianah ricsa pcngganti

sebagaimana dimaksud pada Pasa] 33, Pasal 37, dan Pasal 4O

riibebankan kepa<ia pihak pemohon.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasai 43

(U Bupati metakukan pembinaan darl pengawasan

pengeiolaan aset desa;

(2) DaIa$ melakukan pembinaan dan penga\ asan

sebagaimana <iimaksu<i Pada ayai (1) tsupati <iapai

melimpahkan kepada Camat.



BAB V

PEMBI,AYAAN

Fasal 44

Dalam rangka pelatsanaan tertib administrasi pengelolaan

asel ricsa, pernbiayarnl diirebankan pacia AFBDesa.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasai 45

Pengelolaan aset desa khususnya yang terkait dengan

petratiaaiat dreii perrrlrciaiiia ugarla..r yaag sudair Lcrjalarr

dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya

Pcraiilal Bupati ini, iclap tiapai, diiaksarrakau scpar{alg

$dak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini,

BAE 'r'Ii

KETENTUAN LAIN.LAIN

Fasui 46

Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten

i.rerskaia iokai <iesa yalg acia <ii <iesa <iapai. ciihibairkan

kepemilikanrrya kepada desa.

Asei <iesa yalg teiair tiiambil aiih oieir Perncrini.ah

Kabupaten dikembalikan kepada desa, kecuali yang

su<iah riigunakan uniuk fasiiiLas umuur,

Kekayaal milik Pemerintah dan Pemerintah Xabupaten

bcrskaia lokai ricsa yang dihibahkan kepa<ia cicsa serta

aset desa yang dikembaiikan kepada desa sebagaimala

dirnaksud pa<ia ayai (i) <ial (2) diia-ksanai<an sesuai

dengart ketentuan peraturan perundatrg-undangan.

Dt\tl v tll

KETENTUAN PENUTUP

Pasai 47

Ketentuan yang mengatur mengenai aset desa wajib

rrcriyesuajkanr tizui i.rcr pcduural tieugarl Perai.urafi Bupaii irri

paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini

ditetapkan.

(1)

\z)

(3)



Pasai 48

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ag* sciiap orarrtg rlengeiahuinya, memerintahkal
pengundangan Peratrnan Bupati ini dengan penempatan]lya

daia:tL tserii-a Daerair Kabupai-err iviuara Enitn.

Ditetapkan d

pada tang;al

/1 BUPATT/tu

Muara Enim
2o 3uni

MUARA ENI

SOHAR

2076

Diundangkan

pada tang3l
di Muara Enim
zD 7e^i 2at6

BERITA DAERAII KABUPATEN MUARA ENIIT TAIII]N 2016 NOMOR 16

{ u"r^-,Yr

IIASANUDIN



LAMPIRAN I
NOMOR
TANGGAL

TENTANG

STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

: PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
I 14 'l^\o ,^ 2016
: 2o avr,i 2016

Format Keputusan Kepala Desa tentang Status Penggunaan Aset Desa

KABUPATEN MUARA ENIM

KEPUTUSAN KEPALA DESA

Menimbang : a.

KEPALA DESA

bahwa penggunaan Aset Desa digunakar dalam rangka
mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa
...... ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa
tentang Status Penggunaan Aset Desa.

Undang-Undang Nomor 2A Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat ll dal Kota Praja di Provinsi
Sumatera Selatan (Irmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan l.€mbaran Negara
Republik lndonesia Nomor I82 l):

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s49s).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaal Undang Undang Nomor 6 tahun
2Ol4 te.^ta/].g Desa (lrmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 20 15 tentang
Perubahal Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014
tentang Peratuian Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6
tahun 2014 tentang Desa (l,embaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 57 I 7) ;

b.

Mengingat : 1.

2.

3.



6.

7.

4, Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (kmbarar Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 taiun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor
57, Tambahan hmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
s864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
lndonesia Tahun 2016 Nomor 53);

Peraturan Bupati Muara Enim Nomor ........ Tahun,........
Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten
Muara Enim Tahun ...... Nomor ..........);
Dst.

MEMUTUSKAN

Aset Desa yang diperoleh dari kekayaan asli desa,

APBDesa dan perolehar lainnya yang sah dan digunakan

dalam rangka mendukung penyelenggaraar Pemerintahan

Desa .................... sebagaimana terlampir;

Lampiran sebagaimana pada diktum KESATU merupakan

bahan untuk dituangkan dalam Buku lnventaris Aset

Desa;

Aset Desa yang tidak langsung untuk mendukung

penyelenggaraan pemerintahan desa dapat didayagunatan

dalam rangka meningkatkan pendapatan desa;

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KE"TIGA

KEEMPAT

ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA ....-- (Nama Desa)

dto

(Nama Tanpa Oelar dan Pangkat)



LAMPIRAN
NOMOR
TENTANC

KEPUTUSAN KEPAI.A DESA .........
TAHUN 2016

STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

No.
Jenis

Barang
Kode

Barang

AsaI usul Barang
Ket.Kekayaan

Asli Desa
APBDesa Perolehan Lain

Ye Sah

1 2 4 5 6 7

KEPALA DESA ..-........(Nama Desa)

dto

(Nama Tanpa Gela-r dan Pangkat)
Catatan :

Format dapat disesuaikan dengal kebutuhan.

Pedlnjuk Pengisidn
Dii.si dengan nomor urut
Diisi dengan jeni.s barang
Diisi dengan nomor kode barang
Dii.si dengan o,sal usul barang berdo,sorkan sumber
perolehan/ pembelianl pengodaan d.ari Aset/ KekaAaan
Asli Desa:
Dii.si dengan osal us-ul barang berdo,sarkotr sumber
peroletnn/ pembelian/ peng o.daan dart APBDe sa;
Dibi d.engan asal u.sul barang berdasarkan sumber
perolehan/pembetian/pengadaan dai perolehan lain
gan4 safu

: Diisi d.engan keterangon lain gang dianggop penting-

Setelah diisi selurufutga maka po.da sebelah kanan ba
Kewla Deso-

Kolom 1

Kolom 2
Kotom 3
Kolom 4

Kolom 5

Kolam 6

Kolom 7

oLeh



LAMPIRAN UI :

NOMOR ..

TANGGAL ..

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
I < T^u*,,. 2076
2-o 7,t ai 2016

Format Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa

KABUPATEN/KOTA (Nama Kabupaten/ Kota)
KEPUTUSAN KEPALA DESA .........(Nama Desa)

NOMOR ..,.., TAHUN ,.,,,,,,,
TENTANG

PENGHAPUSAN ASRT INVENTARIS MILIK DESA

KEPALA DESA ......... (Nama Desa)

Menimbang :

Mengingat :

2.

l.

b.

bahwa barang milik Pemerintah Desa yang rusal<
berat dan tidak efesien lagi penggunaannya
untuk kepentingan penyelenggaraan
pemerintahan desa, perlu dihapuskan dari
Buku Inventaris Aset Desa Pertaiun dan Buku
Inventaris Desa Pemerintah Desa .....,....;
bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a
diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa .........

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambaharl [-embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (l,embaral Negara Republik Indonesia
Tahun 2O14 Nomor 7, Tambahan l,embaral
Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor
213, Tambahan Lembaran Negara Republik
Iodonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintal Nomor 47
Tahun 2O15 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang
Pe.aturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6
tahun 2014 tentang Desa (l,embaran Negam
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717).



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun
2016 Tentang Pengelolaal Aset Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
53);

5. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor ........
Tahun .......,. Tentang Pengelolaan Aset Desa
(Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun
,...., Nomor..,.......);

6. Dst.
Memperhatikan : Berita Acara Penghapusan Aset Inventaris Milik Desa

Pemerintah Desa ................. Nomor : .........Tahun

Menetapkarr
PERTAMA

KEDUA
KETIGA

MEMI'TUSKAN:

Menghapus dari Buku Inventaris Aset Desa Pertahun
dan Buku Inventaris Desa Pemerintah Desa .,.....,.,
yang beralih kepemilikan, musnah, dan/ atau hilalrg,
kecurian, terbakar milik Pemerintah Desa.....,,,...,....,.
sebagaimala tercantum dalam Daftar Lampiran
Keputusan ini.
Dst.
Keputusan Kepala Desa ini oulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPAL{ DESA ...... (Nama Desa)

dto

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)



KEPAL"A DESA ......

: KEPUTUSAN I{EPAII. DESA .........

Desa ..............., tanggal ..................
Petugas/ Pengurus Barang Milik Desa

NOMOR : .................... TAHUN
TENTANG : PENGHAPUSAN ASET II.IVENTAzuS

MILIK DESA

DAFTAR ASET DESA YANG DIHAPUS

dto

(Nama Tanpa Gelar dan PangkaQ
Catatan :

Format dapat disesuaikal dengar kebutuhan.

dto

Petunjuk Pengisian
Kolom 1 Diisi dengan nomor urut;

Diisi dengan jenis barang;
Diisi dengan banyalmya jumlah barang;
Diisi dengan asal usul barang berdasarkan Kekayaan
Asli Desa;
Diisi dengaa asal usul barang berdasarkan APBDesa;
Diisi dengan asal- usul barang berdasarkan
perolehan lain yang sah;
Tahun Perolehaa/ Pembelian;
Keterangan

Setelah diisi seluruhnya maka pada:
-kanan bawah diisi dengaa tanggal pencatatar dan tandatanBan

Petugas/Pengurus Barang Milik Desa;
-kiri bawah diketahui oleh Kepala Desa.

Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4

Kolom 5
Kolom 6

Kolom 7
Kolom 8

h*'M*"
ENIM,r

{

N
o

Jeois
Ba.rang

Banyalqry
a Ba.rang

Asal usul Barang Tehun
Peroleharl/
Pembelian

Ket.Kekayaan
Asli Dese APB Desa

Pcrolehan
Lain Yg

Sah
1 2 3 4 5 6 a

MUZAKIR SAI SOHAR



LAMPIRAN N
NOMOR
TANGGAL

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
14 TaL-. 201.6

ao 7,.tai 201'6

Format Berita Aca.ra Penghapusan Aset Desa

B E RITA ACARA
USUI"AN PENGHAPUSAN ASET DESA

PEMERINTAH DESA .................(Nama Desa)
NOMOR .............

TAHUN .................

Pada ..... Tangga-l ..... kami yang tertanda tangan di bawah ini selaku

Pengelola Aset Desa telah melakukan pengecekan/penelitian atas aset Desa berupa

.....;.........;............

Adapun hasil pengecekan/penelitian atas aset tersebut

semua/sebahagialnya dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak dapat

dipergunalan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, sedangkan

manfaat pengunaannya untuk kepentingan menunjang pelaksanaaa

penyelenggaraan pemerintah desa tidak seimbang dengan biaya perbaikan yang

akan dikeluarkan. Oleh karena itu, aset tersebut diusulkan untuk dihapus dari

Buku lnventaris Aset Desa Pert }Iun dan Buku Inventaris Desa,

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan

kepada Kepala Desa ..................(Nama Desa) untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

SEKRE"TARIS DESA
Selaku Pembantu

Pengelola Aset Desa

dto

Desa .,.--....,..--., tanggal .........,.-.-,,,-
Yarg Bertandatangan dibawah ini :

Pengelola/ Pengurus
Aset Desa,

dto

MUARA ENI

{,
UZAKIR SAI SOHAR



LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NoMOR : lf 'T4Lv'. 2016
TANccAl : X,J^i 2016

Format Buku Inventaris Aset Desa

BUKU INVENTARIS ASRT DESA
PEMERI}.ITAI.I DESA

TAHUN .................-

Kode Lokasi Desa :

dto

Peaniuk Penqisin
Kode LokasiDesa diisi tlengdnunttan Desa pada Prouinsi, Ka@akn/Xoto. ilan Xecdnatan;
Kolafi 1 : Dlisi dengdt notuor urut;
Kolom 2 : Diisi dengan jenis bdrdng;
Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode boraag;
Kolofi 4
Kolom 5
Kolom 6

Kolom 7

Kolom I
Kolom 9

Diisi dengan merk/ type/ ulafiafl/ dan sebagaiflga;
Diisi dengan ds<1lttsut barang berdas@rkan sumber d.ai APBDesa;
Diisi dengan asal usul barang Masarkan sunber ddri perolehad lain gang
sUalL
Diisi dengan dsal usi bar<rng Lrerd.asa a(,.'l- s)mber dari Aset/ Kekaydatl Asli
De.sa;
Diisi denga taftggal perolehat/ penbeUdtu barang;
Diisi dengan keterangan lain gatg diawgap penting.

Setelah diisi selurutnga naka pada :
- kaina?"rl,al/,ahdiisi dengan tanggal pen atatdtu dan tanddtangan Petugas/ Pengun s

Barang Milik Desa;
kii bauah diketahui oleh Sekretaris Desa Selak Pembatutu Pengelola Barang Milik Desa.

M

N
o

Jenis
Barang

l(ode
Barang

Identitas
Bararg

Asal Usul Barang Tanggal
Perolehanl
Pembeiian

Kei-
APBDesa

Perolehan
lain Yg

Sah
Kekayaarl
Asli Desa

1 2 3 4 6 7 a 9
1

2
3
4
5

MENGRTAHUI :

SEKRETARIS DESA
Selaku PeEbantu Pengelola Barang Milik

Desa

Desa . . . . . . . . . . . . . . . , tangga .............
PETUGAS/ PENGURUS
BARANG MILIK DESA

dto


